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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat,
kesempatan dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Metro Kelas IB
Tahun 2019 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama dalam lingkungan peradilan umum yang secara organisasi berada
di bawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Pengadilan Tingkat
Banding dan juga sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung RI
sebagai peradilan yang tertinggi.

LKjIP Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tahun 2019 juga merupakan pelaksanaan asas
akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diganti dengan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan kemudian ditindak lanjuti lagi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kineija, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta secara organisasi dalam unit keija
pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI telah ditindak lanjuti dengan Surat
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/1/2019 tanggal 15 November 2019
perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Selain itu penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tahun 2019 ini merupakan
implementasi tahun pertama dari Rencana Srategis Pengadilan Negeri Metro Kelas IB tahun 2015
-2019 yang dipeijanjikan melalui perjanjian kineija antara Panitera dan Sekretaris (sebelum
berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan) kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas
IB pada awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
sebelumnya, sehingga dapat dijadikan sarana kendali mutu kineija aparatur peradilan di lingkungan
Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam rangka pencapaian target sasaran yang diukur
berdasarkan parameter Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Semoga LKjIP Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tahun 2019 ini ini dapat memberikan manfaat
dalam perencanaan kineija maupun anggaran dan menjadi bahan evaluasi internal dalam rangka
peningkatan kineija Pengadilan Negeri Metro Kelas IB di masa yang akan datang. Akhimya, kami
ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan keijasama yang baik dalam
penyusunan laporan ini.

] LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI METRO TAHUN 2019 ii



DAFTARISI

COVER ..ottt s 1
KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....cciiiiiiiiiiiiiiieciecceee e 1ii
DAFTARISL ..ot e v
BABI PENDAHULUAN .....occiiii it 1
A, LATAR BELAKANG......cooiiiiiiiiiiccee e 1
B. TUGAS DAN FUNGSI .......cooiiiiiiiiiiiieiieieieeeceeeeeeteeeeieee e 2
C.  STRUKTUR ORGANISASI ....ccooiiiiiiiiiiiiiiiicicciceseeiceeeeeie e 3
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN......coooiiiiiiiiiiiieeececeee e 11
BABII PERENCANAAN KINERJA ....cccoiiiiiiiiccceeeeee e 13
A. RENSTRA 2015-2019 ..ooiiiiiiiiiiiiiiececeeceee e 13
L VIS 13
20 MIST e 13
30 TUJUAN. oo 15
4. SASARAN STRATEGIS........cccooiiiiiiiiiiicieceee 15
5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN.....c..ccccovviiiiiiiiiiiiiiiiiccee 15
B. RENCANAAN KINERJA TAHUN 2019 ....cccocooiiiiiiiniiiiniiiicieccceee, 16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019......cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiieiciccce, 17
BABIII AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiccceceeeeas 20
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019 ......ccccoiiiiiiiiiiiiiiiieecieeeee, 20
B.  ANALISA CAPAIANKINERJA.......coooiiiiiiiiiiiiiiccececcee e 21
C. REALISASI ANGGARAN .....cociiiiiiiiiiiiiiiiiicicecccce e 34
BABIV PENUTUP ..ot 36
A, KESIMPULAN.......ooiiiiiiiii et 36
B, REKOMENDASL.......ccoiiiiiiiiiiiiiiiiitnertcecee et 37
LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI METRO TAHUN 2019



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kineija Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tahun 2019
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah
satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum di
bawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang juga merupakan salah satu awal depan Mahkamah

Agung RI sebagai peradilan tertinggi.

LKjIP ini juga merupakan wujud pelaksanaan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara
sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang kemudian ditindak
lanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kineija Instansi Pemerintah yang telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan selanjutnya secara organisasi pada
unit kerja peradilan di bawah Mahkamah Agung RI ditindak lanjuti dengan Surat Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
:1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tahun 2019 merupakan implementasi tahun
pertama dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Tahun 2015 - 2019 yang di
dalamnya telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang hendak diwujudkan dalam kurun waktu lima
tahun kedepan, yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel;

2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara atas putusan Hakim;

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

4 Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Tolok ukur keberhasilan terwujudnya 4 Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Metro Kelas IB
tersebut ditentukan oleh 14 Indikator Kinerja Utama (main performance indicator) yang telah
ditetapkan target capaian kinerja setiap tahunnya dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan
Perjanjian Kineija Tahun 2019 yang diharapakan dapat dipenuhi oleh aparatur Pengadilan Negeri

Metro Kelas IB, dengan rincian sebagai berikut:
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SASARAN STRATEGI | Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan
AKuntabel
a.  Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sasaran Strategi I
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian

- Perdata 100.00% 100.00%  100.00%
- Pidana 100.00% 100.00% 100.00%
Rata - Rata Capaian Kinerja 100.00%

b.  Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Sasaran Strategi I
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian

- Perdata 95.00% 99.20%  104.42%
- Pidana 98.00% 99.20%  101.23%
Rata - Rata Capaian Kiner ja 102.83%

C. Persentase Penurunan Sisa Perkara.

Sasaran Strategi I
Persentase Penurunan Sisa Perkara.

Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian

- Perdata 20.00% 33.33% 166.67%
- Pidana 40.00% 93.33%  233.33%
Rata - Rata Capaian Kinerja 200.00%

d. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Sasaran Strategi I
Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.

Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian
Banding
- Perdata 95.00% 88.24% 92.88%
- Pidana 95.00% 98.70% 103.89%
Kasasi
Perdata 95.00% 94.12% 99.07%
- Pidana 95.00% 98.70% 103.89%
PK
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- Perdata 99.00% 100.00% 101.01%

- Pidana 99.00% 100.00%  101.01%
Rata - Rata Capaian Kinerja 100.29%

e.  Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Sasaran Strategi |
Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.

Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian
Perkara Anak 12.00% 00.00%  00.00%
Rata - Rata Capaian Kinerja 00.00%

f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Sasaran Strategi I
Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.

Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat 95.00% 86.07% 90.60%
Rata - Rata Capaian Kinerja 90.60%
SASARAN STRATEGI Il Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Atas

Putusan Hakim .

a.  Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Sasaran Strategi H
Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian

- Perdata 100.00% 100.00% 100.00%
- Pidana 100.00% 100.00%  100.00%
Rata - Rata Capaian Kinerja 100.00%

b.  Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Sasaran Strategi 11
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian
Mediasi 10.00% 1250%  125.00%
Rata - Rata Capaian Kinerja 125.00%
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c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan
tepat waktu.
Sasaran Strategi 11

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waktu.

Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian

- Perdata 100.00% 100.00% 100.00%
- Pidana 100.00% 100.00%  100.00%
Rata - Rata Capaian Kiner ja 100.00%

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Sasaran Strategi Il

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Indikator Kinerja Target Realisasi ~ Capaian
- Perdata 100.00% 100.00% 100.00%
- Pidana 100.00% 100.00%  100.00%
Rata - Rata Capaian Kinerja 100.00%
SASARAN STRATEGI i1 Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan
Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Tidak ada perkara perdata prodeo di pengadilan Negeri Metro pada tahun 2019.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
Tidak ada Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Negeri Metro pada
tahun 2019.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Sasaran Strategi I11

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian

Masyarakat Yang Mendapatkan
Layanan Posbakum 90.00% 100.00% 111.11%
Rata - Rata Capaian Kinerja 111.11%
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SASARAN STRATEGI IV Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran Strategi IV
Presentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti

(dieksekusi)
Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian
Putusan Perkara Perdata Yang . . .
Ditindaklanjuti (dieksekusi) 100.00% 100.41%  100.41%
Rata - Rata Capaian Kinerja 100.41%

Dari capaian kinerja dalam tahun 2019 tersebut, Pengadilan Negeri Metro Kelas IB berupaya terns

mempertahankan capaian kinerja yang telah berhasil diraih dan berusaha meningkatkan kinerja

yang belum mencapai targetnya. Untuk itu sangat diharapkan adanya dukungan dari Mahkamah

Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk penambahan minimnya sumber daya

aparatur peradilan dan dukungan alokasi anggaran yang memadai bagi Pengadilan Negeri Metro

Kelas IB dimasa mendatang.
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BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Lembaga peradilan merupakan salah satu pilar penting dalam suatu negara. Terlebih lagi bagi
negara Indonesia yang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) telah
menegaskan, “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum”. Bahkan di tengah
kuatnya arus globalisasi yang melanda masyarakat dunia seiring dengan pesatnya
perkembangan teknologi transportasi dan telekomunikasi yang telah menciptakan fenomena
dunia tanpa batas (borderless world), keberadaan lembaga peradilan di Indonesia sebagai
penyelenggara negara di bidang kekuasaan kehakiman diharapkan dapat memberikan
kontribusinya dalam rangka mewujudkan tujuan utama dari didirikannya Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bemegara yang menghendaki
adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaran negara di Indonesia, maka dalam rangka
merespon adanya tuntutan masyarakat terhadap akses keadilan (acces fojustice) yang lebih
adil dan berkepastian, serta pelayanan hukum (legal services) yang lebih efisien dan terbuka,
Mahkamah Agung RI sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tertinggi telah
menerbitkan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang merupakan
penyempurnaan dari Cetak Biru yang sebelumnya diterbitkan pada tahun 2003.

Hal ini sudah tentu harus dijabarkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI beserta lembaga
peradilan yang berada di bawahnya, termasuk Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dengan
mengambil langkah-langkah Strategi guna mewujudkan tata kelola peradilan yang baik
(good judicial governance) dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan
mempedomani asas- asas umum penyelenggaran negara sebagaimana yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib
penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas,

asas profesionalisme dan asas akuntabilitas.

Terkait dengan persoalan pentingnya asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
tersebut, maka sebagai tindak lanjut dari lahimya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
telah diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang kemudian dalam perkembangannya telah diganti dengan Peraturan
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Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah
yang pada pokoknya mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah, termasuk lembaga
peradilan untuk menyampaikan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang lebih tinggi

secara berjenjang.

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB sebagai bagian dari unit keija penyelenggara kekuasaan
kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung RI dalam rangka memenuhi kewajiban
akuntabilitas kinerja lembaga peradilan merujuk kepada Surat Sekretaris Mahkamah Agung
RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian
Dokumen SAKIP.

LKjIP Pengadilan Negeri Metro Kelas IB ini merupakan gambaran tentang kineija yang telah
dicapai oleh Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam tahun 2019 baik yang berupa
keberhasilan maupun yang belum berhasil, serta kendala yang dihadapi berikut Iangkah
antisipasi yang perlu diambil. Disamping itu LKjlP ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban anggaran yang telah dialokasikan bagi kegiatan yang telah
direncanakan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam Tahun

Anggaran 2019.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dengan merujuk ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) huruf
a dan Pasa 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang
telah diubah dan diganti dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009, berkedudukan di Kota Metro yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dalam daerah hukumnya yang
meliputi seluruh wilayah Kota Metro. Jika dilihat dari struktur organisasi peradilan di
Indonesia, Pengadilan Negeri Metro Kelas IB merupakan pengadilan tingkat pertama dalam
lingkungan peradilan umum berada di bawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai
peradilan tingkat banding sekaligus kawal depan bagi Mahkamah Agung RI yang merupakan

peradilan tertinggi bagi seluruh lingkungan peradilan dilndonesia.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Metro Kelas IB sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal

50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah

diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang

Nomor 49 Tahun 2009, yaitu:

l.  Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan
perdata di tingkat pertama dalam lingkup kewenangannya sebagai peradilan umum;

2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi
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3.

pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan;

Tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Sejalan dengan tugas pokoknya tersebut, Pengadilan Negeri  Metro Kelas IB

menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1.

Fungsi peradilan (judicial function), yaitu menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama dalam lingkup
kewenangannya sebagai peradilan umum (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
Fungsi memberikan keterangan, saran dan nasihat hukurn kepada pemerintah
setempat, yaitu Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dapat memberikan pertimbangan dan
nasihat tentang hukurn kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal
52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah
diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009)
Fungsi lainnya, yaitu melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-
undang (Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), antara lain:
Pemberian layanan bagi pencari keadilan pada umumnya, yaitu pengadilan
membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhara, cepat dan biaya ringan (Pasal 4
ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
Pemberian layanan bantuan hukurn khusus bagi pencari keadilan yang tidak
mampu, yaitu pengadilan mengadakan Pos Bantuan Hukurn untuk memberikan
layanan hukurn kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 57
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman);
Pemberian layanan informasi publik di pengadilan, yaitu memberikan akses
kepada masyarakat untuk memperoleh informasi peradilan (Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Negeri Metro mengacu pada

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai

berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI METRO TAHUN 2019



[

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI METRO

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB tersebut dijalankan
oleh aparatur peradilan dengan unsur pokok struktur organisasinya terdiri dari Pimpinan

(Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dari struktur organisasi peradilan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum sebagaimana
telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
(selanjutnya disingkat PERMA Nomor 7 Tahun 2015), dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Ketua
Tugas pokok Ketua Pengadilan adalah sebagai pimpinan Pengadilan yang
bertanggungjawab atas terselenggaranya organisasi peradilan dalam daerah hukumnya.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Ketua Pengadilan menyelenggarakan
fungsi:
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dengan dibantu oleh seorang Wakil
Ketua (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum);
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan
Juru Sita agar peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajamya

dengan memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu tanpa
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mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 53
ayat(l) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum);

- Bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara di Pengadilan dengan
mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan semua berkas perkara, dan
surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan
kepada Majelis Hakim/Hakim untuk diselesaikan (Pasal 55, 56 dan 57 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);

Wakil Ketua

Wakil Ketua adalah unsur pimpinan yang mendampingi Ketua dengan tugas pokok

melaksanakan tugas Ketua apabila berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Wakil Ketua menyelenggarakan fungsi:

- Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan kepadanya;

- Koordinator Pengawasan untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan tugas telah
dikeijakan sesuai dengan rencana keija dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan

hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

Hakim

Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang dibagikan
kepadanya, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua berkaitan dengan
penyelenggaran fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Kepaniteraan
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 71 dan
73 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Kepaniteraan melaksanakan pemberian dukungan di
bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat- surat yang berkaitan
denganperkara.
Susunan organisasi kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera dengan dibantu
oleh:
- Panitera MudaPerdata;
- Panitera MudaPidana; dan
- Panitera Muda Hukum.
Disamping itu berdasarkan Pasal 431 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 terdapat pula
Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan terdiri atas :
- Panitera Pengganti;

- Juru Sita; dan
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Pranata Peradilan.

a. Panitera

Tugas pokok Panitera adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis

dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat- surat yang berkaitan dengan

perkara (Pasal 74 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

Dalam melaksanakan tugas pokoknyatersebut Panitera berdasarkan ketentuan Pasal

75 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan dibidang teknis;

pelaksanaan pengelolaan administrasiperkara perdata;

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN
dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan
peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi
Kepaniteraan;

pelaksanaan mediasi;

pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

b. Panitera Muda Perdata

Tugas pokok Panitera Muda Perdata adalah melaksanakan administrasi perkara di

bidang perdata (Pasal 76 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Perdata berdasarkan

ketentuan Pasal 77 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari
KetuaPengadilan;

pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi;

pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang
tidak hadir;

pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI METRO TAHUN 2019



[l

banding, kasasi dan peninjauan kembali;

pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukura
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukumtetap;

pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Muda Hukum;

pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana

Tugas pokok Panitera Muda Pidana adalah melaksanakan administrasi perkara di

bidang pidana (Pasal 78 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Pidana berdasarkan

ketentuan Pasal 79 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
pelaksanaan registrasi perkara pidana;

pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada
termohon;

pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari
Ketua Pengadilan;

pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari
penyidik;

pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi;

pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang
tidak hadir pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding,
kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali

pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pelaksanaan pemberitahuan isi
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putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa;

- pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap;

- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Mud aHukum;

- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

d. Panitera Muda Hukum
Tugas pokok Panitera Muda Hukum adalah melaksanakan pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan
(Pasal 83 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).
Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Hukum berdasarkan

ketentuan Pasal 84 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

- pelaksanaan penyajian statistic perkara;

- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

- pelaksanaan keija sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;

- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan
dengan transparansi perkara;

- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat;

dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Panitera.

e. Panitera Pengganti
Panitera Pengganti bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya
pelaksanaan persidangan (Pasal 432 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitera Pengganti berdasarkan ketentuan
Pasal 433 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis / berurutan;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan
diminutasi;dan
- pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera

Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda
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Hukum.

f. Juru Sita
Juru Sita bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya peiaksanaan
persidangan dan peiaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 434 PERMA Nomor 7 Tahun
2015).
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitera Pengganti berdasarkan ketentuan
Pasal 435 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:
- peiaksanaan pemanggilan kepada parapihak;
- peiaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi kepada para pihak;
- peiaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- peiaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;dan

- peiaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi kepada para pihak terkait

g. Pranata Peradilan
Pranata Peradilan bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses
administrasi perkara (Pasal 436 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pranata Peradilan berdasarkan ketentuan
Pasal 437 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:
- peiaksanaan administrasi perkara pada Mejal;
- peiaksanaan administrasi perkara pada Meja II; dan

- peiaksanaan administrasi perkara pada Meja IIL

Kesekretariatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 287 dan Pasal 289 PERMA Nomor 7 Tahun 2015,
Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana
di lingkungan pengadilan.

Susunan organisasi Kesekretariatan tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
membawahi Sub Bagian Kesekretariatan yang terdiri atas:

- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;

- Sub Bagian Umum dan Keuangan;

Disamping itu berdasarkan Pasal 438 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 terdapat pula
Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan yang terdiri atas Jabatan Fungsional
sesuai dengan bidang tugas keahliannya (Bendahara, Arsiparis, Pustakawan, dan

Pranata Komputer) dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
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kerja, serta dengan jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan

prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Sekretaris berdasarkan ketentuan

Pasal 288 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

- pelaksanaan urusan kepegawa ian;

- pelaksanaan urusan keuangan;

- penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

- pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

- pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;dan

- penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan (Pasal 290 PERMA Nomor 7 Tahun
2015).

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan

organisasi dan tata laksana (Pasal 291 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

Sub Bagian Urnurn dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan

(Pasal 292 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).
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D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasamya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan
mengenai capaian kinerja Pengadilan Negeri Metro Tahun 2019, Capaian kinerja
(performance results) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Peijanjian Kinerja

(performance agreement) tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kineija terhadap rencana kineija ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kineija {performance gap) bagi perbaikan kinerja di
masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Pengadilan Negeri Metro Tahun 2019, sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada
aspek Strategi organisasi serta permasalahan utama (Strategi issued) yang sedang
dihadapi organisasi.
BABII PERENCANAAN KINERJA,
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar peijanjian kinerja tahun yang
bersangkutan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kineija organisasi untuk setiap pemyataan
kinerja sasaran Strategi Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kineija
organisasi. Untuk setiap pemyataan kineija sasaran Strategi tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kineija serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategi
organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika
ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta altematif'solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pemyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
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Perjanjian Kinerja.
BAB 1V PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kineijanya.

Lampiran:
1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja tahun
berikutnya.
3. Lain-lain yang dianggap perlu.
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BAB n
PERENCANAAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI

Pengadilan Negeri Metro menyusun Rencana Strategi 2015-2019 mengacu pada Rencana
Strategi Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan
yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang digunakan dalam pengukuran kineija dan pengendalian pelaksanaaan program dan
kegiatan. IKU mengacu pada indikator kineija utama Mahkamah Agung yang telah direviu
berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 192/KMA/SK/X1/2016
tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah
Agung RIL.

1. VISI
Visi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB merupakan pandangan dan arah ke depan sebagai
dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang
ditetapkan dengan mengacu pada Cetak Biru {Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-
2035 yang diterbitkan Mahkamah AgungRI.

Sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Metro Kelas IB memiliki visi
yang sama, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang Agung”.
Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

- Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka
dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil;

- Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi
kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar

1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaaninstitusi.

2. MISI
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Metro Kelas IB menetapkan misi yang
menggambarkan hal yang haras dilaksanakan, yaitu:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan NegeriMetro Kelas IB.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
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kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan,
serta publikasi putusan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai
bentuk pertanggung jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga
akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu
sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan
mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri
dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin
mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang
setara, sertajaminan proses yangjujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para

personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

3. TUJUAN
Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu

(1 sampai dengan 5 tahun) dengan mengacu kepada pemyataan visi dan misi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Metro Kelas IB adalah sebagai

berikut:

1. Masyarakat pencari keadilan meningkat kepercayaannya pada sistem peradilan;

2. Masyarakat pencari keadilan memperoleh pelayanan yang prima;

3. Masyarakat pencari keadilan, termasuk mereka yang tidak mampu akan
mendapatkan akses keadilan dengan sebagaimana mestinya;

Masyarakat pencari keadilan percaya Pengadilan Negeri Metro Kelas I B dapa

tmemenuhi dan mewujudkan butir 1,2 dan 3 tersebut diatas.

4. SASARAN STRATEGI
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan
tahun 2019.
Adapun sasaran Strategi yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Metro Kelas IB adalah
sebagai berikut:
*  Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel,
»  Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara atas putusan Hakim,;
*  Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

*  Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN
s PROGRAM UTAMA
Dalam melaksanakan tugas dan pokok dalam fungsinya sesuai visi dan misi

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB ditentukan oleh penyediaan anggaran dari tahun
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ke tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran
2019 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB menerima anggaran Rp.
5.583.127.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Dua
Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang didalamnya terdapat 2 (dua) DIPA dengan PAGU
masing-masing sebagai berikut:
1. DIPA No. SP DIPA-005.01.2.099045/2019 tanggal 05 Desember 2018 yang
terdiri dari 2 (dua) program, yaitu:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung Rp.5.519.127.000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rp.  64.000.000,-

2. DIPA No. SP DIPA-005.03.2.099045/2019 tanggal 05 Desember 2018 yang
terdiri dari 1 (satu) program, yaitu:
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp.  80.005.000,-
Jumlah Rp.5.663.132.000,-

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Metro memuat angka target kineija tahun
2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka
target kineija ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019.
Selain itu, dokumen Rencana Kineija tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan
tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih

dikenal sebagai Perjanjian Kineija.

TABEL RENCANA KINERJA TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA
NO KINERJA UTAMA
URAIAN TARGET
. Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang
Peradilan yang Pasti, diselesaikan
Transparan dan - Pidana 100%
Akuntabel - Perdata 100%

b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu

- Pidana 95%

- Perdata 98%
c. Persentase penurunan sisa perkara:

- Pidana 20%

- Perdata 40%
d. Persentase perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum:
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* Banding

- Pidana 95%
- Perdata 95%
» Kasasi
- Pidana 95%
- Perdata 95%
« PK
- Pidana 99%
- Perdata 99%
e. Persentase perkara pidana anak yang 12%
diselesaikan dengan diversi.
f. Indek respon pencari keadilan yang 95%

puas terhadap layanan pengadilan.

2. Peningkatan efektivitas a. Persentase isi putusan yang diterima

pengelolaan oleh para pihak tepat waktu.

Persentase perkara yang diselesaikan

melalui mediasi.

c. Persentase berkas perkara yang
diajukan banding kasai PK secara 100%
lengkap dan tepat waktu.

d. Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang

100%

s

penyelesaian  perkara 10%

atas putusan Hakim

0
dapat diakses secara online dalam 100%
waktu 1 hari setelah putus.

3. Meningkatkan = akses a. Presentase perkara prodeo yang 100%
peradilan bagi diselesaikan. °
masyarakat miskin dan b. Presentase perkara yang diselesaikan 100%
terpinggirkan diluar gedung pengadilan. ’

e. Presentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan 90%
Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatkan Presentase putusan perkara perdata yang

kepatuhan terhadap ditindaklanjuti (eksekusi) 100%

putusan pengadilan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja merapakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan
Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Peijanjian Kineija, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kineija Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk
komitmen pimpinan atas target kineija yang telah ditetapkan. Peijanjian Kineija peta strategi,
sasaran Strategi, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi
tanggungjawab.

Berikut Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Metro :
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O

No.

2.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGI

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Meningkatnya Akses

Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA
Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

Pidana
Perdata

. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu
Pidana
Perdata
Persentase penurunan sisa
perkara :

- Pidana
Perdata

. Persentase perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum :

e Banding
- Pidana
- Perdata
e Kasasi
- Pidana
- Perdata
e PK
- Pidana
- Perdata
Persentase Perkara Pidana Anak

yang Diselesaikan  dengan
Diversi;

. Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan
peradilan;

. Persentase Isi Putusan Yang

Diterima Oleh para pihak Tepat
Waktu;

. Persentase Perkara yang

Diselesaikan melalui Mediasi;

Persentase berkas perkara yang
diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu,

Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara online
daiam waktu 1hari setelah diputus

a. Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan;

TARGET

100%
100%

95%
98%

20%
40%

95%
95%

95%
95%

99%

99%

12%

95%

100%

10%

100%

100%

100%
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b. Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar Gedung

Pengadilan;
Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum);

4 Meningkatnya Persentase =~ Putusan  Perkara
kepatuhan terhadap Perdata yang  Ditindaklanjuti
keputusan pengadilan (dieksekusi);

Kegiatan
1. Pembinaan Administrasi dan Pengeloiaan Keuangan Rp.
Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp.
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp.

100%

90%

100%

Anggaran

5.519.127.000,-

64.000.000,-

80.005.000,-
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Peningkatan  efektivitas
pengelolaan penyelesaian
perkara  atas  putusan
Hakim

Meningkatkan akses
peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan.

)

- PK Perdata
-  PK Pidana

. Persentase perkara pidana

anak yang diselesaikan
dengan diversi.

Indek  respon  pencari
keadilan yang puas
terhadap layanan
pengadilan.

. Persentase isi putusan

yang diterima oleh para
pihak tepat waktu.

. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui

mediasi.

. Persentase berkas perkara

yang diajukan banding
kasasi PK secara lengkap
dan tepat waktu.

d. Persentase putusan perkara

yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah putus.
Presentase perkara prodeo
yang diselesaikan.

b. Presentase perkara yang

diselesaikan diluar gedung
pengadilan.

Presentase pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapat layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Meningkatkan kepatuhan Persentase putusan perkara

terhadap
pengadilan

putusan perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)
Jumlah Rata - rata

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

O

99.00%
99.00%

12.00%

95.00%

100.00%

10.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

90.00%

100.00%

83.55%

100.00%
100.00%

0%

86.07%

100.00%

12.50%

100.00%

100.00%

0%

0%

100.00%

100.41%

77.45%

101.01%
101.01%

0%

90.60%

100.00%

125.00%

100.00%

100.00%

0%

0%

111.11%

100.41%

97.02%

Analisis Akuntabilitas Kinerja diperlukan untukmendapatkan umpan balik guna melakukan

perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis hasil capaian kinerja

Pengadilan Negeri Metro Tahun 2019 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai

berikut:

SASARAN STRATEGII:

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Realisasi dan Capaian Indikator Kineija Sasaran Strategi I : Terwujudnya Proses peradilan

Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel pada tahun 2019.
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Tabel Sasaran Strategil :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Dan Akuntabel

Tahun 2019
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Utama Target  Realisasi Ca([;/a;an
0
Terwujudnya proses a. Persentase sisa perkara
peradilan yang pasti dan  yang diselesaikan:
akuntabel - Perdata 100.00%  100.00%  100.00%
- Pidana 100.00%  100.00%  100.00%
b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu:
Perdata 95.00%  99.20%  104.42%
Pidana 98.00%  99.20%  101.23%
c. Persentase penurunan sisa
perkara:
- Perdata 20.00%  33.33%  166.67%
- Perdata 40.00%  93.33%  233.33%
d. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum:
- Banding Perdata 95.00%  88.24%  92.88%
- Banding Pidana 95.00%  98.70%  103.89%
- Kasasi Perdata 95.00%  94.12%  99.07%
- Kasasi Pidana 95.00%  98.70% 103.89%
- PK Perdata 99.00%  100.00%  101.01%
- PK Pidana 99.00%  100.00% 101.01%
e. Persentase perkara pidana
anak yang diselesaikan  12.00% 0.00% 0.00%
dengan diversi.
f Indek  respon  pencari
keadilan —yang puas o500, g6 0700 90.60%
terhadap layanan
pengadilan.

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa
perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara
yang sudah putus tetapi belum diminutasi. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai
perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus
diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah sisa perkara

ang diselesaikan
yang M i

Realisasi X 100%

‘Jumlah sisa perkara
yang harus diselesaikan

Sisa perkara pada akhir Desember 2018 yang menjadi saldo awal perkara pada awal
Januari 2019 berjumlah 36 perkara, yang terdiri dari 6 perkara perdata, 30 perkara pidana,.
Pada tahun 2019 sebesar 36 perkara yang telah putus. Tabel berikut menggambarkan
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keadaan sisa perkara dan sisa perkara yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Metro

pada tahun 2019:
Tabel Realisasi
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan
Tahun 2019
NO Jenis Perkara Sisa Perkara  Sisa Perkara Realisasi
YEng Putus

1. Perdata 6 6 100.00%
- Gugatan 5 5 100.00%

- Permohonan 1 1 100.00%

2. Pidana 30 30 100.00%
- Pidana Biasa 28 28 100.00%

- Pidana Anak 2 28 100.00%

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi
Capaian x 100%
Target

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja

“Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan™ pada tahun 2019 ditampilkan pada table

berikut ini:
Tabel Capaian
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan
Tahun 2019

NO Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian

1. Perdata 100.00%  100.00% 100%
- Gugatan 100.00% 100.00%  100.00%
- Permohonan 100.00% 100.00%  100.00%
2. Pidana 100.00%  100.00%  100.00%
- Pidana Biasa 100.00% 100.00%  100.00%
- Pidana Anak 100.00% 100.00%  100.00%

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
Indikator kinerja ini sebagai perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan
jumlah perkarayang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah

perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun beijalan ditambah sisa
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perkara tahun sebelumnya sedangkan Penyelesaian perkara tepat waktu adala perkara

yang diselesaikan tahun beijalan,

iumlah Perkara Yang Diselesaikan
Jumlah Perkara Yang Diselesaikan

Realisasi

Target penyelesaian perkara pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2018. Target, Realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara

yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Realisasi
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun 2019

NO Jenis Perkara  Sisa Perkara Perkara Sisa Perkara Realisasi

2018 Masuk  Yang Putus
1. Perdata 6 492 494 99.20%
Gugatan 5 16 17 80.95%
- Permohonan 1 476 477 100%
2. Pidana 30 221 249 99.20%
- Pidana Biasa 28 204 230 99.14%
- Pidana Anak 2 17 19 100%

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dirumuskan

sebagai berikut:

Realisasi
Capaian .......... x 100%

Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan
Negeri Metro pada tahun 2019 :

Tabel Capaian
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tahun 2019

NO Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Perdata 95.00% 99.20%  104.42%
Gugatan 95.00% 80.95% 85.21%
- Permohonan 95.00% 100.00%  105.26%
2. Pidana 98.00% 99.20%  101.23%
- Pidana Biasa 98.00% 99.14% 101.16%
- Pidana Anak 98.00% 100.00%  102.82%
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Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Banding
Reaiisasi X100%

Jumlah Putusan Perkara

Tabel Reaiisasi

Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tahun 2019
NO Jenis Perkara Jumlah Perkara Yg Jumlah Putusan Reaiisasi
Tdk Mengajukan Perkara
Upaya Hukum
1~ Banding
- Perdata 15 17 88.24%
- Pidana 227 230 98.70%
2. Kasasi
- Perdata 16 17 94.12%
- Pidana 227 230 98.70%
3 PK
- Perdata 17 17 100.00%
- Pidana 230 230 100.00%

Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum dirumuskan sebagai

berikut:

Reaiisasi
Capaian ........... x 100%

Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Negeri
Metro pada tahun 2019 :

Tabel Reaiisasi

Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tahun 2019
NO Jenis Perkara Target Reaiisasi Capaian
1. Banding
- Perdata 95.00% 88.24% 92.88%
- Pidana 95.00% 98.70% 103.89%
2. Kasasi
- Perdata 95.00% 94.12% 99.07%
- Pidana 95.00% 98.70% 103.89%
3 PK
- Perdata 99.00% 100.00% 101.01%
- Pidana 99.00% 100.00% 101.01%
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5. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
Diversi adalah anak pelaku kejahatantidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan
sebagai korban.

Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi

Realisasi X100%

Jumiah Perkara Pidana Anak

Tabel Realisasi

Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Tahun 2019
Keterangan Jumlah Perkara Jumlah Perkara Realisasi
Anak Yg Diselsaikan Anak
secara Diversi
Perkara Anak 0 19 00.00%

Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dirumuskan

sebagai berikut:

Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Negeri
Metro pada tahun 2019 :

Tabel Capaian

Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Tahun 2019
Keterangan Target Realisasi Capaian
Perkara Anak 12.00% 00.00% 00.00%

6. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.
Target Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan yang

ditetapkan dalam tahun 2019 adalah 95.00% dengan hasil atau realisasi sebesar 86.07%

Realisasi
Capaian = x 100%
Target

Tabel Capaian

Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Tahun 2019
Keterangan Target Realisasi Capaian
IK\1 95.00% 86.07% 90.60%
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SASARAN STRATEGIII:
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Atas Putusan Hakim .
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi II : Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara Atas Putusan Hakim pada tahun 2019.

Tabel Sasaran Strategi I1:
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Atas Putusan Hakim

Tahun 2019

Sasaran Strategi Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Call?)jl)an
0

Peningkatan  efektivitas a. Persentase isi putusan yang
pengelolaan penyelesaian diterima oleh para pihak 100.00% 100.00%  100.00%
perkara  atas  putusan tepat waktu.

Hakim b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui  10.00% 12.50% 125.00%
mediasi.

c. Persentase berkas perkara
yang diajukan banding
kasasi PK secara lengkap
dan tepat waktu.

d. Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat 100.00% 100.00%  100.00%
diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah putus.

100.00%  100.00%  100.00%

1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Jumlah lIsi Putusan Yang Di Terima Tepat Waktu

Realisasi X100%

Jumlah Putusan
Tabel Realisasi
Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
Tahun 2019

NO Jenis Perkara Jmlh Isi Ptsn Yg di Jumlah Putusan Realisasi
Terima Tpt Wktu

1. Perdata 494 494 100.00%
- Gugatan 17 17 100.00%
- Permohonan 477 477 100.00%
2. Pidana 249 249 100.00%
- Pidana Biasa 230 230 100.00%
- Pidana Anak 19 19 100.00%

Capaian Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

dirumuskan sebagai berikut:
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. Realisasi
Capaian X100%
Target

Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Negeri
Metro pada tahun 2019 :

Tabel Capaian
Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Tahun 2019
NO Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian
1. Perdata 100.00%  100.00%  100.00%
Gugatan 100.00% 100.00%  100.00%
- Permohonan 100.00% 100.00%  100.00%
2. Pidana 100.00%  100.00%  100.00%
- Pidana Biasa 100.00% 100.00%  100.00%
- Pidana Anak 100.00% 100.00%  100.00%

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Target realisasi indikator kineija yang ditetapkan untuk perkara perdata gugatan yang

berhasi diselesaikan melalui mediasi dalam tahun 2019 adalah 10%.

Jumlah Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Realisasi X100%

Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi

Tabel Realisasi
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Tahun 2019
Jenis Perkara Jmlh Yg Jmlh Yg Jmlah Realisasi
Diselesaikan Dilakukan  Perkara Yg

Melalui Mediasi Mediasi Tdk Mediasi
Mediasi 1 8 7 12.50%

Capaian Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi dirumuskan sebagai

berikut:

Realisasi
Capaian = x 100%
Target

Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Negeri

Metro pada tahun 2019 :
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Tabel Capaian

Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Tahun 2019
Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian
Mediasi 10.00% 12.50%  125.00%

3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap

dan tepat waktu.

Realisasi - Brks pr¥rYB Diajukan, Banding, Kasasi & PK Scara Lengkap " 100%

Jmlh Brks Prkr Yg Dimohonkan, Banding, Kasasi & PK Scara Lengkap

Tabel Realisasi

Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan Pk Secara

Lengkap Dan Tepat Waktu
Tahun 2019

Jmlh Brks Prkr Yg Jmlh Brks Prkr
Diajukan, Banding, Yg Dimohonkan,
Kasasi & PK Scara Banding, Kasasi &

Jenis Perkara

Lengkap PK Scara Lengkap
Total Banding,
Kasasi & PK 5 5
Perkara Perdata &
Pidana
Perdata Banding, ) )
Kasasi & PK
Pidana Banding, 3 3
Kasasi & PK

Capaian Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan

tepat waktu dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi
Capaian - x 100%
Target

Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Negeri

Metro pada tahun 2019 :

Tabel Capaian

Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan Pk Secara Lengkap Dan

Tepat Waktu
Tahun 2019

Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian

Persentase berkas perkara yang

diajukan banding kasasi PK 10.00% 10.00% 100.00%

secara lengkap dan tepat
waktu.
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4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Realisasi Jmlh Isi Putusan Perkara Yang Di Upload Dalam Website

Jmlh Perkara Menarik Perhatian Masyarakat Yang Diputus

Tabel Realisasi
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tahun 2019

. Jmlh Isi Putusan Jmlh Perkara ..
NO Jenis Perkara Perkara Yang Di Menarik Realisasi

Upload Dalam Perhatian

Website Masyarakat
Yang Diputus

1. Perdata 494 494 100.00%
- Gugatan 17 17 100.00%
- Permohonan 477 477 100.00%
2. Pidana 249 249 100.00%
- Pidana Biasa 230 230 100.00%
- Pidana Anak 19 19 100.00%

Capaian Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dirumuskan sebagai berikut:

. Realisasi
Capaian x 100%

Target

Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Negeri
Metro pada tahun 2019 :

Tabel Capaian
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tahun 2019
NO Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian
1~ Perdata 100.00%  100.00%  100.00%
- Gugatan 100.00% 100.00%  100.00%
- Permohonan 100.00% 100.00%  100.00%
2. Pidana 100.00%  100.00%  100.00%
- Pidana Biasa 100.00% 100.00%  100.00%
Pidana Anak 100.00% 100.00%  100.00%
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SASARAN STRATEGI ffl :

Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.

Realisasi dan Capaian Indikator Kineija Sasaran Strategi I1: Meningkatkan Akses Peradilan

Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan pada tahun 2019.

Tabel Sasaran Strategi H1:

Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Tahun 2019
Sasaran Strategi Indikator Kinerja IJtama
Meningkatkan akses a. Presentase perkara prodeo

peradilan bagi masyarakat  yang diselesaikan.

miskin dan terpinggirkan.
b. Presentase perkara yang

diselesaikan diluar gedung
pengadilan.

c. Presentase pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapat layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Target

100.00%

100.00%

90.00%

Realisasi Ca([zz;an
0% 0%
0% 0%

100.00%  111.11%

Tidak ada perkara perdata prodeo di pengadilan Negeri Metro pada tahun 2019.

2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Tidak ada Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Negeri Metro pada

tahun 2019.

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

Realisasi

Jmlh Pncari Keadilan Glgn Terntuntu Yg Mendptkan Layanan Bantuan Hkm

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Tabel Realisasi

x 100%

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun 2019

Jmlh Pncari Keadilan Jumlah Pencari

Jenis Perkara

Realisasi

Glgn Terntuntu Yg Keadilan Golongan

Mendptkan Layanan Tertentu
Bantuan Hkm
Masyarakat Yang
Mendapatkan
9 9
Layanan
Posbakum

100.00%
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Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum) dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi
Capaian - . ... —- X 100%

Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Negeri

Metro pada tahun 2019 :

Tabel Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

Tahun 2019
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Masyarakat Yang
Mendapatkan Layanan 90.00% 100.00% 111.11%
Posbakum

SASARAN STRATEGISIV :
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Realisasi dan Capaian Indikator Kineija Sasaran Strategi IV : Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2019.

Tabel Sasaran Strategi IV :
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tahun 2019
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Ca(lz/a;an
0
Meningkatkan kepatuhan Persentase putusan perkara
terhadap putusan perdata yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%
pengadilan (dieksekusi)
Presentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Realisasi Jumlah isi Putusan Perkara Yang Ditindaklajuti X100%
Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap
Tabel Realisasi
Presentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Tahun 2019
. Jumlah Isi Putusan Jumlah Putusan e
Jenis Perkara Perkara Yang Perkara Yang Realisasi
Ditindaklajuti Sudah BHT
Perdata 494 492 100.41%
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Gugatan 17 15 133.33%
- Permohonan 477 477 100.00%

Capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

dirumuskan sebagai berikut:

Reaiisasi
Capaian - . cuicccceeeee e 100%

Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Negeri
Metro pada tahun 2019 :

Tabel Capaian

Presentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tahun 2019
Indikator Kinerja Target Reaiisasi  Capaian
Perdata 100.00%  100.41%  100.41%
Gugatan 100.00% 133.33%  133.33%
Permohonan 100.00% 100.00%  100.00%

REALISASIANGGARAN

Untuk melaksanaan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka
diperlukan adanya progam kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output. Program
kerja Pengadilan Negeri Metro adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan
oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus
dilaksanakan oleh satker Pengadilan Negeri Metro, antara lain sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan
dalam APBN Tahun 2019. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung
jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun

outputnya.

Untuk perhitungan reaiisasi dalam present dapat dirumuskan sebagai berikut:

Reaiisasi % = Reaiisasi X100%

Pagu
Akuntabilitas anggaran tahun 2019 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan

sebagaimana dalam tabel berikut:
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REALISASI
PAGU

NO  PROGRAM KERJA
(RP) (RP) %

1 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis 5.519.127.000,- 5.385.160.590,- 97.57
Lainnya Mahkamah
Agung

2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana 64.000.000,- 62.500.000,- 97.66
Aparatur Mahkamah Agung

3. Program Peningkatan
Manajemen 80.005.000,- 78.111.900,- 97.63
Peradilan Umum

PENYERAPAN ANGGARAN PERPROGRAM

105.37

90
2017 2018 2019

Program Dukungan Program Peningkatan Program Peningkatan
Manajemen dan Sarana dan Prasarana Manajemen
Pelaksanaan Tugas Teknis Aparatur Mahkamah Agung Peradilan Umum
Lainnya Mahkamah

Agung
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BAB IV
PENUTUP

KESEVIPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan terhadap capaian kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam

Tahun 2019,sebagaiberikut:

a.

Dari hasil pengukuran terhadap 4 Sasaran Strategi dengan 14 Indikator Kineija Utama
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019, secara umum
capaian kineija Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dalam Tahun 2019 sebagian
besar telah dapat terpenuhi.

Indikator Kinerja Utama yang belum dapat memenuhi targetnya tersebut, yaitu:

. Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.
. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
. Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Hal ini disebabkan tidak ada perkara pidanan anak yang di selesaikan dengan di versi
dan tidak ada perkara perdata yang diajukan penyelesaian secara prodeo ke Pengadilan
Negeri Metro Kelas IB dan tidak adanya perkara yang dimediasi diluar gedung
Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Meskipun demikian, jika dilihat secara keseluruhan
tidak begitu besar pengaruhnya terhadap hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Metro
Kelas IB.

Realisasi penyerapan anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B
melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 dengan nilai
Rp. 5.519.127.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Dua Puluh
Tujuh Rupiah) yang dialokasikan melalui DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan
Rp. 80.005.000,- (Delapan Puluh Juta Ribu Rupiah) DIPA (03) Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum, secara umum telah berjalan dengan baik, dengan rincian
sebagai berikut:

A DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang dialokasikan untuk mendukung

pelaksanaan dua program kegiatan,yaitu :

. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung Belanja Pegawai dengan realisasi penyerapan
anggarannya mencapai 97.57% dari pagu anggarannya,;

. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
dengan realisasi penyerapan anggarannya mencapai 97.66% dari pagu
anggarannya.

S DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dialokasikan untuk

mendukung pelaksanaan satu program kegiatan, yaitu Program Peningkatan
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Manajemen Peradilan Umum dengan realisasi penyerapan anggarannya

mencapai 97.63% dari pagu anggarannya,

d. Keberhasilan capaian kinerja dan realisasi anggaran Pengadilan Negeri Metro Kelas IB
dalam Tahun 2019 tersebut merupakan wujud dari adanya komitmen yang kuat dari
selurah seluruh aparatur Pengadilan Negeri Metro Kelas IB untuk berupaya
semaksimal mungkin memberikan kontribusi yang terbaik bagi terwujudnya kinerja
yang diharapkan, meski dengan keterbatasan sumber daya yang ada di Pengadilan

Negeri Metro Kelas IB.

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas hasil capaian kinerja dalam Tahun 2019, maka dalam

rangka terns mempertahankan dan lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas

keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, ada beberapa hal yang perlu
ditindaklanjuti, sebagai berikut:

a. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan fungsi dan tugas
pokok Pengadilan Negeri Metro Kelas IB di masa mendatang, perlu diusulkan adanya
peningkatkan anggaran DIPA pada Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, antara lain
anggaran operasional perkantoran, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana gedung,

dan belanja modal Pengadilan NegeriMetro Kelas IB.

b. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB perlu diusulkan agar Mahkamah Agung RI melalui
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengadakan pelatihan secara berkelanjutan baik di
bidang teknis yuridis maupun administrasi kesekretariatan, lebih khusus lagi dalam
bidang pengembangan Informasi danTeknologi.

c. Mengusulkan kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Mahkamah Agung RI untuk
dapat mempertimbangkan penambahan sumber daya aparatur peradilan pada Pengadian
Negeri Metro Kelas IB.

d. Pengadilan Negeri Metro Kelas IB telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan
Mutu dengan predikat Akreditasi “A”. Tentunya ini menjadi prestasi dan pencapaian yang
bagus, namunjuga menjadi tantangan bagi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB untuk dapat
mempertahankannya, danjuga terns berusaha untuk dapat mencapai predikat yang lebih
baik. Konsekuensi dari pemberian akreditasi ini tentunya tidak mudah. Ada tahap-tahap
audit ekstemal yang akan secara rutin dilakukan terhadap Pengadilan Negeri Metro Kelas

IB dalam kurun waktu 3 tahun kedepan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro Kelas

IB tidak boleh santai dan terlena setelah memperoleh akreditasi.
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Uraian

Terwujudnya

Terwujudnya Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang Agung.

REVIU MATRIX RENSTRA 2015 - 2019

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Tujuan

proses peradilan

yang pasti
akuntabel

dan

a.

Indikator
Kinerja
Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan:
- Perdata

- Pidana

Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu:

- Perdata

- Pidana

Persentase
penurunan
perkara:

sisa

Target
Jangka
Menengah

90%

99%

85%

Uraian

Sasaran

Terwujudnya
proses peradilan

yang pasti
akuntabel

dan

a.

Indikator
Kinerja
Persentase
perkara
diselesaikan:
- Perdata
- Pidana

. Persentase

perkara
diselesaikan
tepat waktu:
- Perdata
- Pidana

Persentase
penurunan
perkara:

sisa

yang

yang

sisa

2015

90%
90%

90%
90%

Target
2017 2018
90% 92%
90% 92%
99% 100%
99% 100%

2019

100%
100%

95%
98%

Program

005.003.07
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

005.003.07
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

005.003.07
Program
Peningkatan

Kegiatan

1049.005
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

1049.005
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

1049.005
Peningkatan
Manajemen

Strategis

Indikator
Kegiatan
1049.05.UL3
Uraian perkara
pidana yang
diselesaikan

ditingkat
pertama
tingkat banding
wilayah

dan

lampung
1049.05.UL3
Uraian perkara
pidana yang
diselesaikan
ditingkat
pertama dan

tingkat banding

wilayah

lampung
1049.05.UL3

Uraian

pidana

perkara
yang

Target

100%

100%

100%

Anggaran
(Rp)

56.005.000



Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara atas
putusan Hakim

- Perdata
- Pidana

d. Persentase

perkara
tidak
mengajukan
upaya hukum:
Banding

yang

Kasasi
- PK

Persentase
perkara pidana
anak yang
diselesaikan
dengan diversi.

Indek respon
pencari keadilan
yang puas
terhadap

layanan
pengadilan.

Persentase isi
putusan yang
diterima oleh
para pihak tepat
waktu.

95%

10%

90%

100%

Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara atas
putusan Hakim

- Perdata
- Pidana

Persentase

perkara  yang

mengajukan

upaya hukum:
Banding
Kasasi

- PK

Persentase
perkara pidana
anak yang
diselesaikan
dengan diversi.

Indek
pencari
keadilan
puas
layanan

respon

yang
terhadap

pengadilan.

Persentase  isi
putusan  yang
diterima  oleh
para pihak
tepat waktu.

75%
75%

3%
3%
3%

10%

90%

90%

76%
76%

3%
3%
3%

10%

90%

95%

85%
85%

95%
95%
95%

10%

90%

100%

90%
90%

95%
95%
95%

10%

92%

100%

20%
40%

95%
99%
99%

12%

95%

100%

Manajemen
Peradilan
Umum

005.003.07
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

005.003.07
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

005.003.07
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

005.003.07
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

Peradilan
Umum

1049.005
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

1049.005
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

1049.005
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

1049.005
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

diselesaikan
ditingkat
pertama dan
tingkat banding
wilayah

lampung
1049.05.UL3
Uraian perkara
pidana yang
diselesaikan
ditingkat
pertama dan
tingkat banding
wilayah
lampung
1049.05.UL3
Uraian perkara
pidana yang
diselesaikan
ditingkat
pertama dan
tingkat banding
wilayah
lampung
1049.05.UL3
Uraian perkara
pidana yang
diselesaikan
ditingkat
pertama dan
tingkat banding
wilayah
lampung
1049.05.UL3
Uraian perkara
pidana yang
diselesaikan
ditingkat
pertama dan

tingkat banding

100%

100%

100%

100%



Meningkatkan
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan

terpinggirkan.

L.

3

Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi.

Persentase
berkas perkara
yang diajukan
banding kasasi
PK secara
lengkap dan
tepat waktu.

Persentase
putusan perkara
yang  menarik
perhatian
masyarakat
yang
diakses
online
waktu 1
setelah putus.

dapat
secara
dalam
hari

Persentase
perkara prodeo
yang
diselesaikan.
Persentase
perkara  yang
diselesaikan
diluar gedung
pengadilan.

25%

90%

100%

100%

25%

Meningkatkan
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan.

b. Persentase

a.

b.

perkara  yang
diselesaikan
melalui

mediasi.
Persentase
berkas perkara
yang diajukan
banding kasasi
PK secara

lengkap dan
tepat waktu.

Persentase

putusan perkara
yang menarik
perhatian

masyarakat

yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1
setelah putus.

hari

Persentase
perkara prodeo
yang
diselesaikan.
Persentase
perkara  yang
diselesaikan
diluar  gedung
pengadilan.

25%

90%

95%

100%

25%

25%

90%

95%

100%

25%

25%

90%

100%

100%

25%

25%

92%

100%

100%

25%

10%

100%

100%

100%

100%

005.003.07
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

005.003.07
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

005.003.07
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

1049.005
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

1049.005
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

1049.005
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

wilayah

lampung
1049.05.UL3
Uraian perkara
pidana yang
diselesaikan
ditingkat
pertama dan

tingkat banding
wilayah

lampung
1049.05.UL3
Uraian perkara
pidana yang
diselesaikan
ditingkat
pertama dan
tingkat banding
wilayah
lampung
1049.05.UL3
Uraian perkara
pidana yang
diselesaikan
ditingkat
pertama dan

tingkat banding
wilayah
lampung

100%

100%

100%



Meningkatkan
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

Persentase
pencari

keadilan
golongan
tertentu  yang
mendapat
layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)

Persentase
putusan perkara
perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

75%

90%

Meningkatkan
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

Persentase
pencari

keadilan
golongan
tertentu yang
mendapat
layanan
Bantuan

Hukum
(Posbakum)

Persentase
putusan perkara
perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

80%

90%

90%

100%

005.003.07
Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

1049.003 1049.003.051
Layanan Pos Pos Bantuan
Bantuan Hukum
Hukum

100%

24.000.000



Terwujudnya
yang pasti dan akuntabel

Kinerja Utama

proses

peradilan a.

REVIUINDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja

Persentase sisa perkara yang
diselesaikan:

Perdata

Pidana

Persentase perkara:
Perdata
Pidana

Persentase

perkara:
Perdata
Pidana

penurunan  sisa

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
Banding
Kasasi
PK

Formulasi/ Perhitungan

Jumlah sisa nerkara vans diselesaikan x 100%
Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Catatan:

Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya
Jumlah nerkara vane diselesaikan tahun berialan x 100%
Jumlah perkara yang ada

Catatan:

- Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus
diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk)

- Jumlah perkara yang diselesaikan tahun beijalan adalah jumlah perkara yang diputus
tahun beijalan

- Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima yang tahun beijalan
ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Tni-Tn x 100%Ket: Tn= sisa perkara tahun berjalan
Tni Tni= sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Jumlah nerkara vang tidak mengaiukan uDava hukum x 100%
Jumlah putusan perkara

Catatan:
Upaya hokum = Banding, kasasi, PK
Secara hokum semakin sedikit yang mengajukan upaya hokum, maka semakin puas
atas putusan pengadilan

Penanggung
Jawab

Majelis
Hakim
danPanitera

Majelis
Hakim
danPanitera

Majelis
Hakim
danPanitera

Majelis
Hakim
danPanitera

Sumber Data

Laporan Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Laporan Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Laporan Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Laporan Bulanan
dan
Laporan
Tahunan



Catatan:
PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

3. Prosentase  perkara yang Jumlah oerkara vane diselesaikan diluar eedune oenaadilan x 100%
diselesaikan diluar gedung Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan
pengadilan. Laporan Bulanan
Catatan: dan
- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Panitera Laporan
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tahunan

- Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan
(setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

c. Prosentase pencari keadilan Jumlah pencari keadilan aolonean tertentu vane mendapatkan lavanan bantuan hukum x
golongan tertentu yang  100%
mendapat layanan Bantuan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu

L Bul
Hukum (Posbakum) aporan Bulanan

. dan
Catatan: Panitera Laporan
PERMA No. ITahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Talll)unan
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
Meningkatkan kepatuhan terhadap Persentase putusan perkara Jumlah putusan perkara vane ditindaklaniuti x 100%
putusan pengadilan perdata  yang  ditindaklanjuti Jumlah putusan perkara yang sudah BHT Laporan Bulanan
(dieksekusi) Panitera dan
Catatan: Laporan

BHT= Berkekuatan Hukum Tetap Tahunan



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJ1AN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:
1. Nama :SAHLAN EFEND1, S.H.,M.H.
Jabatan :Ketua Pengadilan Negeri Metro Keias IB
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama :H. CHARIS MARDIYANTO, S.H.M.H.
Jabatan :Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Selaku atasan langsung pihak pertama,
Selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian Kkinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, Januari 2020

£hak Kedua, Pihak Pertama,
Ketua Peng «<ilan Tinggi Tanjungkarang,

H. Chari ito. S.H.-M.H.
NIP. 1 180821 198403 1001 NIP. 19650414 199303 1006



UNIT KERJA

No.

1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

: PENGADILAN NEGERI METRO

Kinerjalttama
Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
Pasti,
Transparan
dan Akuntabel

IndikatorKinerja
Utama
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- Perdata
- Pidana
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu;
- Perdata
- Pidana
c. Persentase penurunan sisa perkara;
- Perdata
- Pidana
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum;
1. Banding
- Perdata
- Pidana
2. Kasasi
- Perdata
- Pidana
3. Peninjauan Kembali
- Perdata

- Pidana

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi;
F Index responded pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan;

Target

100%

100%

97%

98%

20%
40%

95%
95%

95%
95%

99%
99%

12%

95%



2. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
Penyelesaian

perkara

3. Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

4. Meningkatnya

. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh

para pihak Tepat Waktu; 100%

. Persentase Perkara yang Diselesaikan

melalui Mediasi; 10%

. Persentase berkas perkara yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK secara lengkap

dan tepat waktu; 100%

. Persentase putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah

diputus; 100%

. Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan; 100%

. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar

Gedung Pengadilan; 100%

. Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum); 90%

Persentase Putusan Perkara Perdata yang

kepatuhan terhadap  Oitindaklanjuti (dieksekusi); 100%
keputusan
pengadilan
Kegiatan Anggaran
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Rp. 5.717.620.000,-
Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 25.000.000,-
Mahkamah Agung
3.  Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 98.024.000,-

Metro, Januari 2020

Ketua Pengj lan Tinggi Tanjungkarang Ketua Jilan Negeri Metro,

NIP. 19Q80821 198403 1 001

NIP. 19650414 199303 1 006



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

Menimbang :

Mengingat

NOMOR : W9-U2/65/0T.01.1/1/2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJAINSTANSIPEMERINTAH (LKJIP)

PADA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

a. Bahwa sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Tanggal 15 November

2019 Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 perihal Penyampaian Dokumen
SAKIP selanjutnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, baik dalam

softcopy maupun hardcopy;

. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Tim Penyusun LKJIP Tahun 2019 pada

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang terdiri dari Pembina, Penanggung

jawab, Koordinator dan Anggota;

. Bahwa Tim Penyusun LKJIP Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Metro Kelas

IB yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap

dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.

. Bahwa ada 2 (dua) Anggota Tim Penyusun LKJIP yang di mutasikan yaitu Sdr.

Tugiman, S.H dari Pengadilan Negeri Metro ke Pengadilan Negeri Blambangan
Umpu dan Ssr. M. Agung Laksono Kholid, S.E dari Pengadilan Negeri Metro

ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-undang Nomor:49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor; 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kineija Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9
M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kineija dan Pelaporan



Menetapkan :

Pertama

Kedua

Ketiga

10.

Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kineija Instansi Pemerintah;

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PengadilanNegeri Metro Kelas
1B;

MEMUTUSKAN

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERI METRO

KELAS IB

Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam

lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kineija Instansi

Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B;

Tim bertugas menghimpun bahan-bahan Laporan yang relevan dan menyusun

sebagai berikut:

1.
2.

5.
6.

Dokumen Reviu Indikator Kineija Utama (IKU);

Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rancangan
Rencana Strategi Tahun 2020-2024;

Dokumen Rencana Kineija Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021;

Dokumen Peijanjian Kineija (PK) Tahun 2020 ;

Rencana Aksi Kineija Tahun 2020 ;

Laporan Kineija Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2019 ;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal :30 Januari 2020

Ketua,



LAMPIRAN
NOMOR : W9-U2/65 /OT.O1.1/1/2020
TANGGAL : 30 Januari 2020

NO

10.

11.

12.

13.

14.

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGER1 METRO KELAS [B

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

NAMA/NIP

Sahlan Efendi. S.H.,M.H.
NIP. 19650414 199303 1006

Abi Muklis, S.H.,M.H.
NIP. 19650102 199303 1003

Benny Arisandy,S.H.,M.H.
NIP. 19791028 200312 1001

Azwar Tabah, S.H.
NIP. 19610626 198703 1001

Drs. Agus Sukarno
NIP. 19650815 199203 1006

Drs. Sumargono
NIP. 19601226 198503 1001

Arif Munandar, S.H..M.H.
NIP. 19680626 198903 1003

Katino
NIP. 19640525 198303 1001

Nengah Suaijaya
NIP. 19621212 198503 1003

Budi Kumiawan. S.Sos.,M.H.

NIP. 19690910 199203 1001

Sugeng Budiarto
NIP. 19840613 201603 1001

Erina Shelawali Suherman. A.Md.

NIP. 19920210 201903 2 006
Antonius Prasetyo S.B.

Cacah Firmansyah

JABATAN

Ketua

Sekretaris

Hakim

Panitera

Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Hukuin

Panitera Muda Pidana

Ka Sub Bag Umum dan

Keuangan

Ka Sub Bag Kepegawaian
dan Ortala
Ka Sub Bag PT1P
Staf Umum dan Keuangan

StafPTIP

StafPTIP

StafPTIP

KEDUDUKAN

DALAM TEAM

Ketua Tim

Sekretaris Tim

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

NIP 19650414 199303 1006



